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T PERATURANDAERAH KABUl-Alu"UAWATE»TINGKA‘I‘*IIIEBUM"'"'W B

= 50 1om _«;‘P“"W’ o
NOMORs 12 TAHUN 1978
tentang
OBYEK. PARIWI SATA DI KABUPATEN DAERAH
TINKAT II KEBUMEN.

DENGAN RAKHMAT TIHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALL DARRAH TINGKAT IT KEBUMEN,

Menimbang : l. bahwa untuk pengembangan obyek-obyek pa,rlmsata dan peningkatan sum-

' Mengingat

ber-sumber pendapatan dasrah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen, per
lu diadakan pengaturan secara menyeluruh atas obyek-obyek pariwisata
secara penetapan tarip Mirlbusmya di Kabupaten Daera,h Tingkat II
Kebumen ;

2+ bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut dla,ta,s, perlu dlatur dalam-
suatu Peraturan Daerah,

¢ 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun‘1974 tent ang Pokok-Pokok Pemerintahan -
di Daerah ;

~ 2s Undang=-Undang Nomor 13 Tghun 1950 tentang Pembentuka,n Daerah~-Daerah~
Kabupaten dalam lingcungan Prop1ns1 Ja,wa-Tengah josPergturan Pemerln
tah Nomor 32 Tahun 1950 ;

3e Undi,ng-Unda,np Nomor 12 Tahun 1957 ( Lemba,ra,n Nega,ra, Tahun 1957 Nomor
57 )

- de Surat Kepubusan Cubernur K}epaLa Da.erah Pr0pinsl Jawa Tengah Nomor. s
HK/99/1977 tangzal 21 September 1977 tenta.ng Obyek-obyek Pa,rlwisa.ta-
dan Pengelolaannyae

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Ting-
kat II Kebumen. ¥ .

MET’IUTUSKAN g -

MEN'E'I'APKAN : PERATURAN DAER 1H KABUPATEY DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG "OBYEK Pl=-

RIWISATA DI KABUPATEN DARRAH TINGKAT IT KEBUBEN"

BAB I
KETHENTUAN  UMUM,
Pasal s

Dalam Perpturan Iuer‘ah 1n1 ya.np dimgksud denga,n s

ae Daerah ialah Daerah T3 rr.o'ka.t 1T Kebumen )

be Kabupaten ialah Xak up"wt“n Daerah Tingkat IT Kebumen 4

!

Cs Bupati Kepala Daer ah 1cuia,h Bupatl Kepala Daerah Tlngka,t II Kebumens

de Obyek Pariwisata iaglah segala sesuatu yang menarik dan berha.rga. un-
tuk dikunjungi, dilihat dan dinikmati oleh wisataiwan baik yang ber-
sifat alamiah, bua‘»b. an mantisia maupun atraksi Yang diselenggarakan-

disuatu tempat dan ' diurus seca,ra teratur ;

Ce Wisatawan ialah ses eorang ya,ng bepergian untuk berkunjuﬁg ice obyek

pariwisata.
' . BAB-II.
0B YBK PARIWISATA.
+ Pasal 2,

(1). Obyek-obyek Pariwi's ata di Da,era,h Tlngkat II Kebumen mellputi s

as Pemandian Air Pa nas Krakal
be Pesa.nggrahan haﬁ a ngbolong ;

" Ce Qua alam aswaca....
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(2).
(3)

(4).
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(2)s

(3).

(4)

Ce Gua alam Jatijajar ‘b; ‘
d. Pantai Laut Logending, Pedalen dan {arangbolong 3
Ce Llngkunpan BenduﬂPan ;empor ( Telaga Agung ).

Obyek Pariwisata Pantal‘Laut‘, Gua Alam/Buatan dan'obyek Pariwisata

lainnya akan ditetapkan kemudian oleh Bupati Kepala Daerah,

B 1B III,

’ PENGELOLALN OBYEK PIRTHISITA,
- Pasal 3e

Pengelolaan obyek-obyek P riwisats Daerah d:tanganl oleh Badun Pe -
ngelola Obyek P1r1w1sata atau.Dlnas yzng ditunjuk olel Bupatl Kepﬂ-
1z Daerah.

Untuk pengembangan Obyek Par iwisata Daerah, Pemerlntah Daerah dapaj

bekerja sama dengan fihak ketiga,

Karyawan obyek-obyek Par1w1szzta Daerah 1a1ah Pegawal Daerah/fegawal
Negeri atau karyawan bukan Pegawal “aerah/Pegawal Vegeri yang diper-
lukan untuk itu, .

Penghasilan bagi Karyawan oby ek Pariwisats selain Pegawai Daerah/Pe
gawal Negeri dltetapkam dan diatur oleh Bunati Kepala Daerashe

T g

BAB . ¢ o .ﬂ'f LA
BESARNYA TARIP RETRIBUSI,
Pesal 4o |

Untuk betlap kali- mengpunakan.sebuah kamar mandi Air Panas Krakal -
seorang dipungut bea sebagai berzkut s

Klas Utama Rp, SOO,~-Y( Lima ratus rupiah ) ;

Klag I Rpe 200,-= ( Dua ratus rupiah ¥ / .

‘Klas IT Rp. 100,— ( Seratus rupish ) ; A
Klas IIT _Bpe 50,-= ( Lima puluh rupish ) ;

Anak—anak umiir: s/a 14 tahun 50 % dari ketentuan tersebut diatas.
ae Memabukl lingkungan Ka ra“gbolong dipungut bea sebagal berikut
1o Orang dewasa seerissssdsssss Rpo50,== ( Lima puluh rupigh ) s
2, -4nek-sanok umar 6 s/ 14'%he Rpe25,~ ( Dua puluh lims rupiah);
3¢ Rombongan ansk-anak sekolah dlpungut 50. .
be Menggunakzn sebuah kamar untuk 1st1reham dan atauv untuk bermalam
di Pesanggrahan Karangbolong dipungut bea, s

- satu hari satu malam ee s ooe Rp.l.OOO,-—,(Séfibu rupiah) s
- setengah hari selama 12 | jam Rp. 500 —;"(Limaratus rupiah) .
ae Memasuki. lingkungan Gua J& tijajar dlpunput bea sebagai berikut s
- Dewasa secssssssesssces o o Rpe 100, ( Seratus rupiah ) ;
- Anak-anak 6 = 14 tahun » « Rp. 50 ~— ( Limapuluh rupiah ) ;
"= Rombongan anak-anak -seko lah 50 dari ketentuan diatas.
be Memasguki llngkungun ngond.lng dan Pedalen
"~ = DOWasa esesirissrsecnsd s Rpe - SO,;— (Limapuluh rupiah) ;
= Anak-anak 6 - 14 tahun e.s Rp. 25y== (Duapuluh limg rupiah) {

- Rombongan anak-anak sekolah dipungut  Bea 50 7 " dari ketentuan-
diatas ;

Bagi pengunjung yang membawa atau menggunakan sebuah kendaraan dipu-
ngud bea sebagai berikut ' '

Qe dOka,I‘/g;a,dO'o............pu Rpo 507""' (Limapuluh I‘llpiah) H
bc Sepeda 6000 08s0000006000ese0 @ o Rpo 25,""" (Dua,puluh lima rupiah) H
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Pasal 4 Peratursn Daerah-ini adalahs g -+ ¢
a. Anak = anak ;o S
‘be Orang. yang nysto~nyats bertempat tinggal didalam kompleks obyek-
. . obyek . FPariwisata j ORI R LS R '
Co Mereka' yang mempunyai tujusn untuk research demi pengembangan -
Ilmu Pengetahuan. ’ ‘
(2)e Mereka yam bertujunn research harus memperoleh ijin dari pada Kew
pala Daer she o :
(3)e Ijin sebagaimann dimaksud ayat (I) Pasal ini baru-diberikan setelah
yang bersangkutan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Ke -

pala Daerah, dengan digertai surat keterangan lengk~p dari Instansi
atau Lembagn Perguruan Tinggi yano ber so,nglcutan, .

B .;I‘, B VI. -,. : - I‘ : > ) . ra
LARANGAN = LARZNGAN. L ,
Pasal 8, D R 1

(1)e Didalam 1i ngkungean obyelcf-oby:ek pariwisata diiarang m'elakluklan-»tin—
- dakan-tindakan atan perbuatan yang susiln, .mgnggangey, ketertiban -
umum dan perbuaten yang tercela lainnyas ' '

(2). Dilarang menjual, mengusahakan makanan' atau minuman ataupun mema -
kan/meminum sesuatu. mokanan atau minuman yang dapat memabtikkan di-
dalam komplek obyek-obyck pariwisata.

BLB VII,
KETENTUAN  PIDANA

(1) Bast iﬁef'»‘e"k‘é,'yan';"i'lwata—mrata,[nelanggaf Pasal 4, 5, T ayat (2);dan

' 8 Peratur an Dacrah ini dapat dikenskan sanksi pidana denda seting
gi-tingginya Rpe15.000,~= (Lima belas ribu rupiah) at-u pidana ku
rungan se lama=lsomanya 3 (‘tiga) bulan, '

(2). Perbuatan sebaraimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggar
an e« ' = R

Pasal 10,

Pengu'sutan atas tidak dipatuhinya Peraturan Daerah ini diserahkan Jjugam
kepada Kepala Dinns Penghasilan dan Pendapatan Daerah, Kepala Dinas Pe-~

‘ker jaan Umum K -bupaten, Pimpin-n atan Ketun dari Instansi/Badan Staf se

bagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daernh ini dan Kepala Di~
nas Ingpeksi Kevangan dan T'erbendaharaan Daersh Kabupaten Daerah Ting -
kat' IT Kebumen,. . o :

BAB VIIL. : : L mae
KETENTULY LAIN - LATN o
Pasal l‘l.

(1). Segla kéf entuan yang tclah ada yang meng-tur tent-a,ngobyek barl -
wisata d @ nyatokan tetap berlaku selama tidak ‘bertentangan dengan-
Peraturan Daerah inie : s g PR

(2). Hal-halya ng belum cukup diatur dalam Peraturan Dagrah ini akan di

atur lebih lanjut oleh Bupsti Kepala Daershe - = o - -

', BiAB
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Co besak secseesinas Rpe| 25,—= ( Duapuluh lima rupiah ) ;
de sepeda motor s..eiess Rps| 50,-- ( Limapuluh rupiah ) ;
ee Mob il eeanuiiiinn Rn.100,-- (: Seratus ’rupiah ) 3 |
fo Bus dan Truck Veoseas RDaR50,~= ( Dudratusflimapgluh rupiah )
(5)s Yane menggunakan kendaraanlsebagaimana yang dimaksud ayat (4) pasal-

ini oleh Pemilik ntau Pemakai untuk ditempatkan ditempat yang sudah
disediakan. ; :

Pasal 5 .

(1). Bagi orang-orang yang ber jual'an ..dan atau _mengadbkan usaha dic}alam -
lingkungan obyek Pariwisata scebagaimana dimaksud pada Pasa} 2 ayat -
(1) dan (2) Peraturan Daerah ini dikenskan bea sebagai berikut :
!

a. dengan secara dijajakan dikenakan bea Rpel5,-- (Limabelas rupiah)
sehari ; |

b. dengan secara menetap diluar bangunan dikenakan bea Rpe20,-- (Dus
puluh rupish) sehari-;

Cs dengan menjual makanan dan minuman didalem warung/kios/rumah dike-
nokan bea Rp.50y=- { Limapuluh rupiah ) schari atau untuk satu bu-
lan 25 kali bea harian ; . .

‘ds dengan menjual souvenir dan bar ang-barang dagangan lainnya didalam
warung /kios/rumah dikenakan bea Rp+60y=— (Enampuluh rupiah) sehari
atau untuk. satu bulan 25 k ali ben hariane

(2). Bagi orang-orang yang berjual an dan atau mengadakan usaha dengan -
mengzunakan wgrung/kios/rumah milik Pemerintah Daerah dikenskan sewa-
1 (satu) bulan :

~Klas I Rpe750,~ (Tuju h ratus lima puluh rupiah) ;
- Kl-g II Rpe500,~ (Limaratus rupish) ;
- Klasg IIT - Rp.250,~ (Dua ratus lima puluh rupiah) ;

(3)s Bagi orang-orang yang mendiri kan bangunan diat~s tanah milik Pemerin-
tah Daerah untuk ber jualan dan .atau mengadakan usahs diKenckan sewa -
1 (sa’bu) bulan g ' .

- Klag I Rpe450,~ (Empt ratus lima puluh rupinh) ;
- Klas 1II Rpe300,~ (Tig a ratus rupinh)
- Klas III Rpe150,~ (-eriatus lima puluh rupiah) ;

(4)« Umtha lain kecuali terscbut dalam ayat (I), (2), (3) pasal ini dike -
nzkan bea yang besarnya akan ditetapkan olch Bupati Kepala Daerahe

(5)e Orang<orang sebagaimana dimak sud ayat (1) sub c dé..ri d, ayat (2), (3)
- dan (4) Pasal ini/diwajibkan mengajukan ‘permohonan izin secars tertu-
lis kepada Bupati Kepala Daerash. '

Pasal 6.

(l). Dengan persetujuan Bupati Kepala Daerah bentuk, ukura#i dan iaarna kar-
Cig tanda masuk dan tanda perkir sebagaimann dimaksud Pasal 4 dan 5 ~

Peraturan Daerah ini dikeluark an oleh Dinns Pendapatan dan Penghasil
an Daerah, -

(2)s Pemungutan retribugi sebagaima na dimaksud pada Pasal 4 dan 5 Peratur
an Daerah ini dilaksanskan ol eh Dinas Perdapatan dan Penghasilan Da
erah dan atau Badan yang ditun juk oleh Bupati Kepaln Daersh.

(3). Dinas dan atau Badan dimaksud | p~ada ayat (2) Pasal ini, selambatelam
batnya setiap hari Sabtu diwaj ibkan menyetorkan seluruh penerimaan
nya pada Kas Daerah. '

BA.B Vo
PENGECUALIAN.
Pasgal Te

(1). Dikecualikan dari pembayaran retribusi sebagrimana dimaksud Pasal.... .
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IETENTUAN - PENUTUP.,
Pasal 12,

(1)« Peraturan Daerah ini disebut : “Ieraturan Daerah Kabupaten

Daerah Tingkat II Kebumen tentang Obyek Pariwisata di Kabu~
paten Daerah tingkat IT Kebumen®, '

(2)e Per-~turan Daerah ini mulai berlsku padn hari pert

ama setelah
hari pengundangannyas

Ditetapkan di : Kebumen.

Pada tenggal i T Do gember 1978,

DEWAN PER W AKILAN RAKYAT D4ERAH

BUPATI KEP.L% DAERAH TINGKAT IT ..
K'BUPATE" D AERAK TINGK'T IT : KEBUMEN, i
KB BUMEN, ‘ : :
KETU 3, .
_@.ﬁ. ttd.

ttd.

(  SINGGIH RAMELAN ) ( Re SOEPENO SOMRIODIPRODJO )

DA sy weo Birat Desoariugen Gubﬁrnur Kepala Daerah Tingkat I rateng
Dseilarey 96 7. 5 Hie By AT A e .
tangpgal 26 Pebruard 1980 No, 1883-64/18/1960,

Dlundangkan pada tanggal 5 Maret 1980

Sckrotards Wilayah/Dacrah .
Kebupaten Daernh Tingkat II Kehumens:

ttde

SOEEARNO SeH, )
TWIP,010013910.
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PENJELA SAN

PER/Q URAN DAERLH K \BUPATEN DAERH TINGKAT II KEBUMEN
NOMOR ¢ 12 -TAHUN 1979

g JJI\TTAPIG

OBYEK PARL.JISATA DI KABUPATEN DAE
RAH TINGHXAT II KZBUMEN.

UM UM :

Bahwa obyak=obyak periwisata yrng telah ada di Kabupaten Dacrah Tingkat-
IT Kobumen ternyata diantaranys telgh diatur dalam sutau Peraturan Dacrah se~
hingga Peraturan Dacrah inidiadakan dengan maksud hanya aken diatur dalam sa-
tu Peraturan Daerah saja. Nanun demikian, selama masa peralihen masih dimung-
kinkan ketentuan yang telah ada mesih berlaku scpanjang tidak bértentangan de
ngan Peraturan Daerah ini.

Dengdn adanya satu Peraturan Dacrah yang mengatur sccara wmenycluruh atas
obyck~-obyek pariwisata tersebut morunakan salah satu jalan untuk menuju kesera
gaman bagi pengaturnn maupun pcengelolaan obyek-obyek dimaks ud.

Dewasa ini di Kabupaten Decrah Tinglkat II Kebumen terdepat 4 lokasi pari
wisata yaitu Pemandian Air Panszs Irake 1, Pesanggrahan Karungbolong, Gua Alam-
Jatijajar dan Pantei Laut Logending, Pedalen dan Karangbolong, HHal ini tidak-
berarti menutup kenungklnan dibukenya ataupun dltutupnya suatu lokasi periwi-
sata di Daerah, hanya saja perlu diperhatiken dalam hal akan dibuka atau ditu
tupnya suatu Daerah/Obyek Pariwiscts yaitu : situasi dan kondisi masyarakat -
setempate.

PASAT, DEMI PASAL :
Pasal 1 dan 2 : cukup jeclas.

Pasal 2_:

Ayat (1): Yang dimaksud dengan Deden Pengelola Obyck Pariwisata atau Dinas -
adalah Badan Pengelola atau Dinas yang berdasarkan pedoman dan ke-
tentuan-ketentuan Peraturen yang berleku seckarang.

Ayat (2): Untuk pengembangan obyak-obyak periwisata memerluksn tenaga ahli -
(skill) dan modal yeng cuLup besar, maka dimungkinkan korja sama =
dengan pihak ketiga adalah mereka yang berbadan hukum.

Ayat (3): cukup jelas,

Ayat (4): Memberikan kewenangan lkcpade Bupati Kepala. Dacrah untuk mengatur -
: penghasilan pegawai obyak-obyak periwisata yang buhan Pagawai Dae=-
rah/Negeri. '

Pasal 4 s/d 12 : cukup jclas.



